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Abstrak 
Fenomena perkawinan usia dini di Indonesia merupakan salah satu 
fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah tanah air, khususnya 
Desa Waepandan Kec.Kepala Madan Kab.Buru Selatan. Hal ini 
menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena 
sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus menerus.Perkawinan usia 
dini akan berdampak pada kehidupan keluarga dan sumberdaya manusia 
diIndonesia.Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya 
angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk 
membangun kehidupan rumah tangga.Secara psikologis mereka belum 
matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika 
terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada 
akhirnya berunjung pada perceraian, Oleh karena itu fenomena sosial 
perkawinan  usia dini kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan 
tokoh masyarakat.Mereka mencoba meninjau kembali Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 telah dijelaskan bahwa batas usia menikah 
bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 
tahun.Oleh karena itu tulisan ini menjelaskan batas usia pernikahan yang 
ditetapkan oleh hukum positif negara Republik Indonesia.Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Presepsi Masyarakat Terhadap 
Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang perkawinan, Penelitian ini dilaksanakan di masyarakat Desa 
Waepandan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
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kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancaradandokumentasi. Selanjutnya data diolah secara 
deskreptif kualitatif untuk mengetahui Presepsi Masyarakat Terhadap 
Perkawinan dibawah Umur ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan.Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan tentang 
batas usia perkawinan dianggap biasa oleh masyarakat Desa Waepandan  
maka dengan demikian perlu adanya upaya dan langkah sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah setempat agar perkawinan yang dilakukan sesuai 
dengan tuntutan Undang-Undang perkawinan itu sendiri. 
Kata Kunci :Presepsi Masyarakat, Pernikahan Usia Dini, Undang-
UndangPerkawinan 
 
PENDAHULUAN 
Di Indonesia, perkawinan di bawah umur bukanlah menjadi sesuatu yang 
dianggap tabu. Bahkan sejak zaman dulu, misalnya dalam peraturan ada tidak ada 
larangan untuk menikah di bawah umur. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar 
karena dengan perkawinan di bawah umur yang dilakukan sejak masa kanak-kanak 
menjadi lambing bersatunya dua buah keluarga menjadi kerabat dekat. Dengan 
menikah semakin cepat, kehidupan ekonomi menjadi lebih baik dan jauh dari 
prasangka orang lain tentang anaknya yang jauh dari jodoh. Persepsi semacam itu 
memang lazim berkembang dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar terdiri 
dari bermacam-macam suku dan peraturan adat yang berbeda-beda. 
Apalagi masa lalu dan sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah membuat 
pengetahuan tentang akibat dari perkawinan di bawah umur tidak dapat diketahui 
secara mendalam oleh masyarakat, terutama jika mengingat factor pendidikan 
masyarakat kita masih sangat rendah. Inilah yang menyebabkan sebagian perkawinan 
di bawah umur dilakukan karena adanya permasalahan yang melatar belakanginya 
bukan berarti tanpa resiko. Akibat dari terjadinya perkawinan di bawah umur sering 
terjadinya perceraian (Sri Esti Wuryani D., 2008:214). Sedangkan berdasarkan 
temuan Plan Indonesia yakni lembaga kemanusiaan internasional dan organisasi 
pengembangan masyarakat yang berpusat pada anak, perkawinan di bawah umur 
dapat berakibat munculnya kekerasan dalam rumah tangga, resiko meninggal tinggi 
berhubungan dengan masalah reproduksi, serta terputusnya akses pendidikan 
(Kompas.com, 2011). 
Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak begitu 
mengerti akan maksud dan tujuan adanya pencegahan perkawinan di bawah umur dan 
akibat-akibat yang akan terjadi apabila melaksanakan perkawinan di bawah umur. 
Dilihat dari sudut pandang yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa dari 
aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-
undang, terutama terkait dengan adanya ketentuan batas umur untuk melaksanakan 
perkawinan, sebab perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif. Di 
samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas 
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umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang 
lebih tinggi.Oleh karena itulah Undang-Undang menentukan batas umur untuk 
perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya 
penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan melangsungkan perkawinan 
berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita 16 tahun. Meskipun 
telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, realitanya masih banyak terjadi 
penyimpangan (Kompas 2009). 
Padahal dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 
19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Sementara dalam Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) 
disebutkan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya 
perkawinan pada usia anak anak. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang tua 
yang tidak menjalankan peran tersebut. Hal itu terjadi karena memang belum ada 
sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah 
umur. 
Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda 
dan akibatnya harus mengorbankan pedidikan, pernikahan dini biasanya di lakukan 
oleh pasangan dengan rata-rata tergolong muda. Dari segi mental dan jiwa Pasangan 
usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, karena belum mampu 
bertanggung jawab pada setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu 
kadang mereka mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental 
yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang, maka kelangsungan 
rumah tangga Perkawinan usia muda sangat rentang terjadinya perceraian, di 
karenakan tingkat kemandiriannya masih sangat rendah. 
 Selain itu fenomena pernikahan dini juga bukan merupakan hal yang baru di 
Indonesia  khususnya Desa Waepandan, wilayah yang dimekarkan tahun 2005,dan 
pada tahun 2010 prakek perkawinan dibawah umur mulai berkembang. selain itu 
sampai saat ini proses perkawinan di bawah umur  semakin bertambah dari waktu ke 
waktu.Pada tahun 2016-2017 angka perkawinan semakin bertambah di desa 
Waepandan 9 sampai 10 pasangan yang melangsungkan pernikahan, namun dalam 
proses pernikahan tersebut terdapat kurang lebih 7 diantaranya menikah dengan 
keadaan usia di bawah umur,disamping itu kondisi ini sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan rumah tangga mereka dikarenakan belum ada kematangan mentaldan 
cara berpikir yang baik untuk mengatasi masalah-masalah dalam bahtera rumah 
tangga, karena keputusannya cenderung emosional dibandingkan rasional,dan 
perkembangan rumah tangga mereka dari harikehari mulai adanya permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan pertengkaran,perselingkuhan,dan akhirnya 
berunjung perceraian.Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi 
dilingkungan masyarakat, disebabkan kurangnya keperdulian atau minimnya 
kemampuan masyarakat dalam menyikapi persoalan sehingga lemah dalam 
melakukan upaya  dan langkah starategis guna meningkatkan taraf hidup anak. 
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METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4) metode 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode 
deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh 
gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks 
permasalahan yang dikaji.Dengan tempat penelitian yaitu Di Desa Waepandan 
Kec.Kepala Madan Kab.Buru Selatan Dengan Populasi 360 KK dan Sampel 36 KK.. 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan memakai 
teknik observasi,wawancaradandokumentasi kemudian hasil penelitian dianalisa 
secara deskriptif kualitatif. 
 
PEMBAHASAN 
1. Faktor penyebab pernikahan dini. 
 Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang 
sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:  
1) Faktor Ekonomi 
Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat 
menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan 
sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan 
alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian 
keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi 
tanggung jawab suaminya (Artikel BKKBN, 2016). Hal tersebut sering banyak di 
jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia 
anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja 
karena untuk meringankan beban keluarga.  
2) Faktor Pendidikan  
                Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh 
karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. 
Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut 
terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam 
masyarakat Keluahan Tunon, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat 
dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). 28 Kurangnya pengetahuan orang tua tentang 
pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima 
keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya 
rendahnya tingkat pendidikan 
Menurut Saker Obaida Nasrin and K.M Mustafizur Rahman dalam Journal 
Internasional Factors affecting early marriage and early conception of women: A 
case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh Vol. 4 mengenai pendidikan 
merupakan faktor yang paling penting beerhubungan dengan pernikahan dini. 
“Education is the single factor most strongly related to the postponement of marriage 
(Jejeebhoy, 1995). From it is evident that education is a key determinant for the 
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variation in the age at first marriage. Respondents with secondary and higher 
education are 23% more likely to marry at age 18 years and above than their 
illiterate counterparts. Respondents with primary education are 39% negatively 
significant and less likely to marry at age18 years and above than the reference 
category”. 
Artinya bahwa Pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting 
berubungan dengan penundaan pernikahan (Jejeebhoy, 1995). Yang di 
jelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. 
Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 
18 tahun keatas, daripada mereka yang buta huruf atau tidak menempuh 
pendidikan. 29 Pendidikan dasar secara negatif 39% signifikan dan cenderung 
tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah di bawah umur 18 tahun.  
3) Faktor Orang tua  
               Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, 
merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 
sebuah kelurga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, 
dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk 
menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan 
ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola 
pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua 
kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 
1974.  
4) Faktor Pola Pikir Masyarakat.  
                Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai 
dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para 
tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam 
kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang 
sangat serius akibatnya. Menurut Soerjono Soekanto (2009: 44). 
Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali 
dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka 
afeksipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang 
penanganan khusus yang diperlukan 30 oleh anak-anak tertentu, terlepas dari 
pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang 
lebih banyak memerlukan perhatian, merasa dirinya tidak diacuhkan.  
Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadang- kadang berpengaruh beras dan 
mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam 
wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima. Pengaruh yang 
buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, apabila menjalin hubungan 
yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara.Artinya kadang-kadang hubungannya 
harus erat dan kadang-kadang renggang. Kalau masalahnya menyangkut kegiataan 
tolong menolong maka hubungan yang erat adalah wajar, namun apabila masalah 
menyangut pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus 
agak direnggangkan. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang 
menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adannya kekhawatiran orang 
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tua kepala anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya 
belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biiasannya orang tua yang 
tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi 
bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan 
menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. 
Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang 
tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat orang 
yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan 
guncingan karena dianggap tidak laku. 
 
5) Faktor Hamil di Luar Nikah  
                  Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarkat 
sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan 
berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dan lain-
lain. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video pornografi dapat 
ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video pornografi maupun 
dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. 
Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa 
penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks 
diluar nikah. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi 
salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang 
membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga 
yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan 
yang di langgar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah. Adapula 
faktor karena orang yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan 
untuk menghinndari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap 
dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya 
hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan 
pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertembuhan dan perkembangan 
remaja yang dirangsang olehh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan 
seks. 
 Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor 
penyebab pernikahan dini terdapat adanya faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, 
pola pikir masyarakat,hamil di luar nikah. 
2. Pandangan hukum tentang pernikahan dini 
 Pernikahan Dini dalam Perspekstif Hukum Positif Indonesia.Perkawinan 
membawa dampak terhadap hampir semua sendi sosial kemasyarakatan. Atas dasar 
ini, sebagaimana agama, negara juga menetapkan standar-standar pernikahan yang 
harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti batas minimal usia, persetujuan kedua belah 
pihak, pencatatan sipil dan sebagainya. Dalam hukum positif Indonesia, aturan-aturan 
ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai 
batas minimal usia pernikahan, pada pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa 
perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sekalipun batasan ini 
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sudah jelas, sayangnya point kedua justru membuka peluang bagi terlaksananya 
pernikahan di bawah umur, yakni dengan pemberian dispensasi bagi yang ingin 
menikah dalam usia di bawah ketentuan yang ada pada ayat pertama. Ayat kedua 
menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta 
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua 
pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensinya, banyak orang tua yang masih 
menikahkan anaknya pada usia dini, entah karena alasan kebutuhan ekonomi, maupun 
terjadinya kehamilan pra-nikah yang memaksa orang tua menikahkan anaknya untuk 
menutupi aib keluarga. Selain UU Perkawinan, asas hukum pernikahan di bawah 
umur juga tertulis dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya 
pada pasal 26 ayat 1 point (c) yang menegaskan bahwa orang tua dan keluarga 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia 
anak. Sedangkan definisi usia anak ini telah dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.” Terkait batas minimal usia menikah, ternyata masih 
ada perbedaan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Pada tahun 2010, 
sempat terjadi polemik atas munculnya Draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan 
Agama Bidang Perkawinan. Draf tersebut antara lain mengusulkan batas usia 
minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun 
bagi wanita. (Update IndonesiaVol IV, 2010) 
 Revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan 
serius setidaknya terkait dua hal. Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia 
dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada 
usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; serta 
pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah 
dikuatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. Kedua, untuk melindungi hak 
dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai 
implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak 
adalah sampai dengan usia 18 tahun. Revisi juga dipandang perlu dilakukan pada 
tambahan di Ayat 2 Pasal 7 tersebut yang mengatur bahwa sekalipun pihak 
perempuan masih di bawah umur 16 tahun, namun apabila ada izin restu dari 
orangtua maka sudah dibolehkan untuk menikah. Ketentuan ini dipandang melanggar 
Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan kepentingan terbaik menurut untuk anak, 
bukan terbaik bagi orangtua. (Update Indonesia Vol IV, 2010: 4). 
 Pihak-pihak yang berkepentingan pada upaya perlindungan anak, seperti Lembaga 
Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 
dan lainnya umumnya memandang baik usulan revisi ketetapan usia minimum 
menikah ini, karena diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap anak dan 
aturan perundangan perkawinan menjadi konsisten dengan konvensi dan perundangan 
perlindungan anak yang sudah ada. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan 
revisi ketetapan usia minimum menikah ini umumnya tetap berpegang pada asumsi 
bahwa apabila orang tua sudah mengizinkan anak untuk menikah walau di bawah 16 
tahun, hal itu dibolehkan. Namun hingga sekarang, pembatasan yang berlaku masih 
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sesuai dengan pasal 7 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni 16 
tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. 
Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa pernikahan 
dini dalam  pandangan hukum positif Indonesia mengalami berbagi dinamika akan 
tetapi dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 yang berbunyi ayat 1 dijelaskan bahwa 
perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.Namun terkait batas 
minimal usia menikah, ternyata masih ada perbedaan antara UU Perkawinan dan UU 
Perlindungan anak. Pada tahun 2010, sempat terjadi polemik atas munculnya Draf 
RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Draf tersebut 
antara lain mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah 
adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita dan UU No. 23 Tahun 2002 
sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan 
anak adalah sampai dengan usia 18 tahun. Revisi juga dipandang perlu dilakukan 
pada tambahan di Ayat 2 Pasal 7 tersebut yang mengatur bahwa sekalipun pihak 
perempuan masih di bawah umur 16 tahun, namun apabila ada izin restu dari 
orangtua maka sudah dibolehkan untuk menikah. Ketentuan ini dipandang melanggar 
Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan kepentingan terbaik untuk anak, bukan 
untuk  orangtua. 
3. Dampak dari pernikahan dini 
Menurut Indriayani (2014), pernikahan di bawah usia batas normal atau pernikahan 
dini mempunyai beberapa dampak segi kesehatan, fisik  maupun mental . Dampak 
dari pernikahan dini seperti dampak dari segi kesehatan yaitu banyaknya pasangan 
usia muda khususnya perempuan yang memiliki angka kematian yang tinggi 
disebabkan oleh proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya akan 
memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan seorang ibu dan anak. Berdasarkan 
dengan ilmu kesehatan, usia yang kecil memiliki resiko yang berbahaya dan memiliki 
tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu antara 20- 35 tahun. Dengan 
demikian jika proses melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 
tahun beresiko sangat tinggi. Hingga saat ini pada umumnya ibu muda yang hamil 
dengan usia dibawah 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritis (lahir 
sebelum waktunya).  
Dampak dari segi fisik yaitu pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu 
pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam berumah tangga, faktor ekonomi 
merupakan suatu kebutuhan yang harus dan sangat penting untuk dipenuhi hal 
tersebut merupakan perwujudan dari adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam 
rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahny perekonomian 
rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka untuk itu, para remaja atau 
generasi muda sebelum melakukan pernikahan tidak boleh hanya mempunyai fikiran 
apa kata nanti terutama bagi seorang suami atau pria yang memiliki kewajiban sangat 
besar pada keluarga barunya. dan juga tidak boleh mempunyai rasa ketergantungan 
dengan orang tua. Segi mental atau jiwa 23 merupakan pasangan muda kenayakan 
belum siap memikul tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya 
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rentang mengalami konflik yang terjadi di faktor psikologi hal tersebut disebabkan 
pasangan muda memiliki mental yang masih labil dan belum matang emosinya 
(Indriyani, 2014).  
Dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini juga berpengaruh dari segi 
pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah 
pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra 
hidup berumah tangga. Dampak dari aspek kependudukan yaitu perkawinan usia 
muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan 
meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang 
kesejahteraan. Selanjutnya dampak pernikahan dini dari segi kelangsungan rumah 
tangga merupakan tahap atau masa perkawinan yang masih sangat rawan terjadi 
konflik hal tersebut dikarenakan usia yang belum stabil, serta tingkat kemandirian 
yang tergolong masih rendah sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian 
(Indriyani, 2014). 
KESIMPULAN 
          Dari pembahasandi atas maka dapat disimpulkan bahwafaktor penyebab 
pernikahan dini terdapat adanya faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, pola pikir 
masyarakat,hamil di luar nikah.Sementarapernikahan dini berdampakpada factor 
kesehatan, fisik, mental,emosional,serta berpengaruh padapendidikan anakkarena 
pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada 
usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra hidup berumah 
tangga. 
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